
DENGANRAHMATTUHANYANGMAHAESA
BUPATIOGANKOMERINGILIR,
bahwa untuk melaksanakan ketentuan PasaI 98 ayat (1)
Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Perumahan dan Kawasan
Permukiman, perlu menetapkan Peraturan Daerah
tentang Pencengahan dan Peningkatan KuaIitas Terhadap
Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh;

1. PasaI 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1959 tentang
Pembentukan Daerah Tingkat II dan Kotapraja di
Sumatera Selatan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1959 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 1821);

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2002 tentang
Bangunan Gedung (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2002 Nomor 134, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4247);

4. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan
Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007
Nomor 68, Tarnbahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4725);

5. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang
Pengelolaan Sampah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 69, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4851);

6. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011 tentang
Perumahan dan Kawasan Permukiman (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 7, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5188);

7.Undang-Undang ....

Mengingat

Menimbang

BUPATI OGAN KOMERING ILIR
PERATURANDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR

NOMOR 3 TAHUN2023

TENTANG

PENCEGAHANDANPENINGKATANKUALITASTERHADAPPERUMAHAN
KUMUHDANPERMUKIMANKUMUH



13.Peraturan ....

12.

11.

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2011 tentang Rumah
Susun (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor5252);

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Repulik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan
an tara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor
4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6757);

Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang
Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833)
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah
Nomor 13 Tahun 2017 ten tang Perubahan atas Peraturan
Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata
Ruang Wilayah Nasional ( Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor6042);

Peraturan Pemerintah Nomor 81 Tahun 2012 tentang
Pengelolaan Sampah Rumah Tangga dan Sampah Jenis
Sampah Rumah Tangga (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2012 Nomor 188, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 88 Tahun 2014 tentang
Pembinaan Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan
Permukiman ( Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor5347);

Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor
101, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5883) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Pemerintah Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan
atas Peraturan Pemerintah Nomor 14Tahun 2016 tentang
Penyelenggaraan Perumahan dan Kawasan Permukiman
( Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021
Nomor 22, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor6624);

10.
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9.

8.

7.



3.Pemerintah ....

1. Pemerintah Pusat adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang
kekuasaan pemerintahan Negara Republik Indonesia yang dibantu oleh
Wakil Presiden dan Menteri sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

2. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan
oleh pemerintah daerah dan dewan perwakilan rakyat daerah menurut
asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas­
luasya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945.

PERATURAN DAERAH TENTANG PENCENGAHAN DAN
PENINGKATAN KUALiTAS TERHADAP PERUMAHAN
KUMUH DANPERMUKlMANKUMUH.

BAB I

KETENTUANUMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

Menetapkan

MEMUTUSKAN:

BUPATIOGAN KOMERING ILIR

Dan

Dengan Persetujuan Bersama

DEWANPERWAKILANRAKYATDAERAH

KABUPATENOGAN KOMERING ILIR

13. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 29/PRT/M/2006 tentang Pedoman
Persyaratan Teknis Bangunan Gedung;

14. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor
03/PRT /M/2013 tentang Penyelenggaraan Prasarana dan
Sarana Persampahan dalam Penanganan Sampah Rumah
Tangga dan Sampah Sejenis Sampah Rumah Tangga
( Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor
470);

15. Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan
Rakyat Nomor 02/PRT/M/2016 tentang Peningkatan
Kualitas Terhadap Perumahan Kumuh (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 172);

16. Peraturan Daerah Nomor 11 Tahun 2016 tentang Rencana
Tata Ruang Wilayah Provinsi Sumatera Selatan Tahun
2016 Nomor 11, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 4);
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19.5arana....

4. Provinsiadalah ProvinsiSumatera Selatan.

5. Kabupaten adalah Kabupaten OganKomeringllir.

6. Bupati adalah Bupati Ogan KomeringIlir.

7. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD
adalah DewanPerwakilanRakyatDaerah Kabupaten OganKomeringllir.

8. Perumahan adalah kumpulan rumah sebagai bagian dari permukiman,
baik perkotaan maupun perdesaan, yang dilengkapi dengan prasarana,
sarana, dan utilitas umum sebagai hasil upaya pemenuhan rumah yang
layak huni.

9. Permukiman adalah bagian dari lingkungan hun ian yang terdiri atas
lebih dari satu satuan perumahan yang mempunyai penunjang kegiatan
fungsi lain di kawasan perkotaan atau kawasan perdesaan.

10. Rumah adalah bangunan gedungyang berfungsi sebagai tempat tinggal
yang layak huni, sarana pembinaan keluarga, cerminan harkat dan
martabat penghuninya, serta aset bagi pemiliknya.

11. Lingkungan hunian adalah bagian dari kawasan permukiman yang
terdiri atas lebih dari satu satuan permukiman.

12. Kawasan permukiman adalah bagian dari lingkungan hidup di Iuar
kawasan lindung, baik berupa kawasan perkotaan maupun perdesaan,
yang berfungsi sebagai lingkungan tempat tinggal atau lingkungan
hunian dan tempat kegiatan yang mendukung perikehidupan dan
penghidupan.

13. Perumahan Kumuh adalah perumahan yang mengalami penurunan
kualitas fungsi sebagai tempat hunian.

14. Permukiman Kumuh adalah permukiman yang tidak layak huni karena
ketidakteraturan bangunan, tingkat kepadatan bangunan yang tinggi,
dan kualitas bangunan serta sarana dan prasarana yang memenuhi
syarat.

15. Pencengahan adalah tindakan yang dilakukan untuk menghindari
tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan permukiman
kumuh baru.

16. Peningkatan kualitas adalah upaya untuk meningkatankan kualitas
bangunan serta prasarana, sarana, dan utilitas umum.

17. Masyarakat berpenghasilan rendah yang selanjutnya disingkat MBR
adalah masyarakat yang mempunyai keterbatasan daya beli sehingga
perlu mendapat dukungan pemerintah untuk memperoleh rumah.

18. Prasarana adalah kelengkapan dasar fisik lingkungan hunian yang
memenuhi standar tertentu untuk kebutuhan tempat tinggal yang
layak, sehat, aman, dan nyaman.

3. Pemerintah Kabupaten adalah Pemerintah Kabupaten Ogan Komering
llir.
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28.Tempat....

19. Sarana adalah fasilitas dalam lingkungan hunian yang berfungsi untuk
mendukung penyelenggaraan dan pengembangan kehidupan sosial,
budaya dan ekonorni.

20. Utilitas umum adalah kelengkapan penunjang untuk pelayanan
lingkungan hunian.

21. Lingkungan siap bangun, yang selanjutnya disebut lisiba adalah
sebidang tanah yang fisiknya serta prasarana, sarana, dan utilitas
umumnya telah dipersiapkan untuk pembangunan perumahan dengan
batas-batas kaveling yang jelas dan merupakan bagaian dari kawasan
siap bangun sesuai dengan rind tata ruang.

22. Izin Mendirikan Bangunan, yang selanjutnya disingkat 1MBadalah
perizinan yang diberikan oleh Pemerintah Daerah keeuali untuk
bangunan gedung fungsi khusus oleh Pemerintah kepada pemilik
bangunan gedung untuk membangun baru, mengubah, mernperluas,
mengurangi, danj atau merawat bangunan gedung sesuai dengan
persyarakatan administratif dan teknis yang berlaku.

23. Tim Ahli Bangunan Gedung, yang selanjutnya disingkat TABGadalah
tim yang terdiri atas para ahli yang terkait dengan penyelenggaraan
Bangunan Gedung untuk memberikan Pertimbangan Teknis dalam
proses penelitian dokumen reneana teknis dalam proses penelitian
dokumen reneana teknis dengan masa penugasan terbatas, dan juga
untuk memberikan masukan dalam penyelesaian masalah
penyelenggaraan Bangunan Gedung Tertentu yang susunan anggotanya
ditunjuk seeara kasus per kasus disesuaikan dengan kompleksitas
Bangunan Gedung Tertentu tersebut.

24. Reneana Detail Tata Ruang yang selanjutannya disingkat RDTRadalah
penjabaran dari RT/ RWkota ke dalam reneana pemanfaatan kawasan
perkotaan.

25. Reneana Tata Bangunan dan Lingkungan, yang selanjutnya disingkat
RTBL adalah panduan raneang bangun suatu kawasan untuk
mengendalikan pemanfaatan ruang yang memuat reneana program
bangunan dan lingkungan, reneana umum dan panduan rancangan,
reneana investasi, ketentuan pengendalian rencana, dan pedoman
pengendalian pelaksanaan.

26. KoefisienDasar Bangunan, yang selanjutannya disingkat KDBadalah
angka persentase berdasarkan perbandingan antara luas seluruh lantai
dasar bangunan gedung dan luas lahanj tanah perpetakari/daerah
pereneanaan yang dikuasai sesuai reneana tata ruang dan RTBL.

27. Tempat Pengolahan Sampah Terpadu, yang selanjutnya disingkat TPST
adalah tempat dilaksanakannya kegiatan pengumpulan, pernilahan,
penggunaan ulang, pendauran ulang, pengolahan dan pemprosesan
akhir.

;
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BAB....

Peraturan Daerah ini bertujuan untuk:

a. mencegah tumbuh dan berkembangnnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh baru dalam mempertahankan perumahan dan
permukiman yang telah dibangun agar tetap terjaga kualitasnya;dan

b. meningkatkan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh dalam mewujudkan perumahan dan kawasan permukiman yang
layak huni dalam lingkungan yang sehat, arnan, serasi, dan teratur.

Pasal3

Peraturan Daerah ini bermaksud sebagai pengaturan lebih lanjut dan
operasionalisasi di daerah dari Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2011
tentang Perumahan dan Kawasan Permukiman, yang merupakan landasan
upaya pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.

Pasal2

28. Tempat Pemerosesan Akhir, yang selanjutnya disingkat TPA adalah
tempat untuk memroses dan mengembalikan sampah ke media
lingkungan.

29. Pelaku pembangunan adalah setiap orang dau/atau pemerintah yang
melakukan pembangunan perumahan dan permukiman.

30. Setiap orang adalah orang perseorangan atau Badan Hukum,

31. Badan hukum adalah badan hukum yang didirikan oleh warga negara
Indonesia yang kegiatannya di bidang penyelenggaraan perumahan dan
kawasan permukiman.

32. Kelompok swadaya masyarakat adalah kumpulan orang yang
menyatukan diri secara sukarela dalam kelompokdikarenakan adanya
ikatan pemersatu,yaitu adanya visi, kepentingan, dan kebutuhan yang
sarna sehingga ke1ompok tersebut memiliki kesamaan tujuan yang
ingin dicapai bersarna.

33. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara, yang selanjutnya disingkat
APBNadalah keuangan tahunan Pemerintah Pusat yang ditetapkan
dengan Undang-Undang.

34. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Sumatera Selatan
yang selanjutnya disebut APBD Provinsi adalah rencana keuangan
tahunan daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

35. Anggaran Pendapata dan Be1anja Daerah Kabupaten Ogan Komering
Ilir,yang selanjutnya disebut APBD Kabupaten Ogan Komering Ilir
adalah rencana keuangan tahunan Daerah yang ditetapkan dengan
Peraturan Daerah.
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Paragraf....

Pasal5

(1) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh merupakan kriteria
yang digunakan untuk menentukan kondisi kekumuhan pada suatu
perumahan dan permukiman.

(2) Kriteria perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)meliputi kriteria kekumuhan ditinjau dari :

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air lirnbah;

f. pengelolaan persampahan; dan

g. proteksi kebakaran.

Paragraf 1

Umum

Bagian Kesatu

Kriteria Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh

BABIII

KRITERIADANTIPOLOOIPERUMAHANKUMUHDANPERMUKIMANKUMUH

Pasal4

Ruang lingkup Peraturan Daerah ini,meliputi:

a. kriteria dan tipologiperumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. pencengahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru;

c. peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh;

d. penyediaan tanah;

e. pendanaan dan sistem pembiayaan;

f. tugas dan kewajiban Pemerintah Kabupaten: dan

g. pola kernitraan, peran masyarakat dan kearifan lokal.

BABII

RUANOIINOKUP

;
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Pasal....

Paragraf2

Kriteria Bangunan Gedung

Pasal6

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari bangunan gedung sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) huruf a mencakup :

a. ketidakteraturan bangunan;

b. tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang; darr/atau

c. kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat.

(2) Ketidakteraturan bangunan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a
merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan permukiman:

a. tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dalam RDTR,palingsedikit
pengaturan bentuk, besaran, perletakan, dan tampilan bangunan
pada suatu zona.dan/ atau

b. Tidak memenuhi ketentuan tata bangunan dan tata kualitas
lingkungan dalam RTDL,paling sedikit pengaturan blok Iingkungan,
kapling, bangunan, ketinggian dan elevasi lantai, konsep identitas
lingkungan, konsep orientasi lingkungan, dan wajah jalan.

(3) Tingkat kepadatan bangunan yang tinggi yang tidak sesuai dengan
ketentuan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf
b merupakan kondisi bangunan gedung pada perumahan dan
permukiman dengan:

a. KDByang melebihi ketentuan RDTR,dan/atau RTBL;dan/atau

b. Koefisien Lantai Bangunan (KLB)yang melebihi ketentuan dalam
RDTRdan/ atau RTBL.

(4) Kualitas bangunan yang tidak memenuhi syarat sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi bangunan gedung pada
perumahan dan permukiman yang tidak sesuai dengan persyaratan
teknis.

(5) Persyaratan teknis bangunan gedung sebagaimana dimaksud pada ayat
(4) terdiri atas;

a. pengendalian dampak lingkungan;

b. pembangunan bangunan gedung di atas dan/atau di bawah tanah,
air dan Zatau prasaranaj' sarana umum;

c. keselamatan bangunan gedung;

d. kesehatan bangunan gedung;

e. kenyamanan bangunan gedung; dan

f. kemudahan bangunan gedung.
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(2)Ketidaktersediaan ....

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari penyediaan air minum sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf c mencakup:

a. ketidaktersediaan akses aman air minum; darr/atau

b. tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sesuai
standar yang berlaku.

Paragraf 4

Kriteria Penyediaan Air Minum

Pasal 9

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari jalan lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf b mencakup:

a. jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan
perumahan atau permukiman: danJatau

b. kualitas permukaan jalan lingkungan buruk.

(2) .Jaringan jalan lingkungan tidak melayani seluruh lingkungan
perumahan atau permukiman sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi sebagian lingkungan perumahan atau
permukiman tidak terlayani dengan jalan lingkungan.

(3) Kualitas permukaan jalan lingkungan buruk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf b merupakan kondisi sebagian atau seluruh jalan
lingkungan terjadi kerusakan perrnukaan jalan.

Paragraf 3

Kriteria Jalan Lingkungan

Pasa18

(2) Dalam hal bangunan gedung tidak memiliki 1MB dan persetujuan
mandirikan bangunan untuk jangka waktu semen tara, maka penilaian
ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten dengan pertimbangan TABG.

(1) Dalam hal ini daerah belum memiliki RDTR danJatau RTBL, maka
penilaian ketidakteraturan dan kepadatan bangunan dilakukan dengan
merujuk pada persetujuan mendirikan bangunan untuk jangka waktu
sementara.

Pasal 7
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(6)Kualitas....

Paragraf 5

KriteriaDrainase Lingkungan

Pasal 10

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari drainase lingkungan sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf d mencakup:

a. drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehinggamenimbulkan genangan;

b. ketidaktersediaan drainase;

c. tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan;

d. tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair
di dalamnya; dan/atau

e. kualitas konstruksi drainase lingkungan buruk.

(2) Drainase lingkungan tidak mampu mengalirkan limpasan air hujan
sehingga menimbulkan genangan sebagairnana dimaksud pada ayat (1)
huruf a merupakan kondisi dimana jaringan drainase lingkungan tidak
mengalirkan limpasan air sehingga menimbulkan genangan dengan
tinggi lebih dari 30 (tiga puluh) senti meter selama lebih dari 2 (dua)
jam dan terjadi lebih dari 2 (dua)kali setahun.

(3) Ketidaktersediaan drainase sebagaimana dimaksud pada ayat (l)huruf
b merupakan kondisi dimana saluran tersier, darr/atau saluran lokal
tidak tersedia.

(4) Tidak terhubung dengan sistem drainase perkotaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kondisi dimana saluran
lokal tidak terhubungan dengan saluran pada hierarki diatasnya
sehingga menyebabkan air tidak dapat mengalir dan menirnbulkan
genangan.

(5) Tidak dipelihara sehingga terjadi akumulasi limbah padat dan cair
didalamnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d merupakan
kondisi dimana pemeliharaan saluran drainase tidak dilaksanakan baik
berupa.

a. pemeJiharaan rutin; dan/ atau

b. pemeiharaan berkala.

(2) Ketidaktersediaan akses aman air minum sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a merupakan kondisi dimana masyarakat tidak dapat
mengakses air minum yang memiliki kualitas tidak berwarna, tidak
berbau, dan tidak berasa.

(3) Tidak terpenuhinya kebutuhan air minum setiap individu sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b rnerupakan kondisi dimana kebutuhan
air minum masyarakat dalam lingkungan perumahan atau
permukiman tidak mencapai minimal sebanyak 60 (enam puluh)
liter/ orang/ hari.
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(2)Prasarana....

Paragraf7

KriteriaPengelolaanPersampahan

Pasal 12

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan persampahan
sebagaimanadimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf fmencakup:

a. prasarana dan sarana persampahan tidak sesuai dengan
persyaratan teknis; danj'atau

b. Sistem pengelolaan persampahan tidak memenuhi persyaratan
teknis; dan/ atau

c. Tidak terpeliharanya sarana dan prasarana pengelolaan
persampahan sehingga terjadi pencernaran Iingkungan sekitar oleh
sampah, baik sumber air bersih, tanah maupun jaringan drainase.

Paragraf6

KriteriaPengelolaanAirLimbah

PasaI 11

(1) Kriteria kekumuhan ditinjau dari pengelolaan air limbah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2)huruf e mencakup,

a. sistem pengelolaan air Iimbah tidak sesuai dengan standar teknis
yang berlaku; danZatau

b. prasarana dan sarana pengelolaan air Iimbah tidak memenuhi
persyaratan teknis,

(2) Sistem pengelolaan air Iimbah tidak sesuai dengan standar teknis yang
beriaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan
kondisi dimana pengelolaan air Iimbah pada Iingkungan perumahan
atau permukiman tidak memiliki sistem yang memadai, yaitu terdiri
dari kakus/kioset yang terhubungan dengan tangki septik dan IPAL
Komunal,

(3) Prasarana dan sarana pengelolaan air limbah tidak memenuhi
persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan kondisi prasarana dan sarana pengelolaanair limbah pada
perumahan atau permukiman dimana:

a. kioset leher angsa tidak terhubung dengan tangki septik; atau

b. Tidak tersedianya sistem instalasi pengelolahan air limbah (IPAL)
setempat atau terpusat,

(6) Kualitas konstruksi drainase Iingkungan buruk sebagaimana dimaksud
pada ayat (1) huruf e merupakan kondisi dimana kualitas konstruksi
drainase buruk, karena berupa galian tanah tanpa material pelapis
atau penutup atau telah terjadi kerusakan.

;
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b.jalan....

Paragraf 8

KriteriaProteksi Kebakaran

Pasa! 13

(1) Kriteria kekurnuhan ditinjau dari proteksi kebakaran sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 5 ayat (2)huruf g rnencakup ketidaktersediaan:

a. prasarana proteksi kebakaran; danl atau
b. sarana proteksi kebakaran.

(2) Ketidaktersdiaan prasarana proteksi kebakaran sebagairnana dirnaksud
pada ayat (1) huruf a rnerupakan kondisi dirnana tidak tersedianya
prasarana proteksi kebakaran yang rne!iputi:

a. pasokan air dari surnber alarn rnaupun buatan;

(2) Prasarana dan sarana persarnpahan tidak sesuai dengan persyaratan
teknis sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)huruf a rnerupakan kondisi
dirnana prasarana dan sarana persarnpahan pada lingkungan
perurnahan atau perrnukirnan tidak rnernadaisebagai berikut:

a. ternpat sarnpah dengan pernilahan sarnpah pada skala dornestik
atau rurnah tangga;

b. TPSatau TPS3R (reduce, reuse, recycle) pada skala lingkungan;

c. Sarana pengangkutan sarnpah dan/ atau truk sarnpah pada
lingkungan;

d. TPSTpada skala lingkungan.

(3) Sistern pengelolaan persarnpahan tidak rnernenuhi persyaratan teknis
sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) huruf b rnerupakan kondisi
dirnana pengelolaan persarnpahan pada lingkungan perurnahan atau
perrnukirnan tidak rnernenuhipersyaratan sebagai berikut:

a. pewadahan dan pernilahan dornestik;

b. pengurnpulan lingkungan;

c. pengangkutan lingkungan; dan

d. pengolahan lingkungan.

(4) Tidak terpe1iharanya sarana dan prasarana pengelolaan persarnpahan
sehingga terjadi pencernaran lingkungan sekitar oleh sampah, baik
surnber air bersih, tanah rnaupun jaringan drainase sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1) huruf c rnerupakan kondisi dirnana
perneliharaan sarana dan prasarana pengelo!aan persarnpahan tidak
dilaksanakan baik berupa:

a. perne!iharaan rutin; darr/atau

b. Perneliharaanberkala.

;
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BAB....

b. di tepi air;

c. di dataran; dan

d. di daerah rawan bencana.

(3) Tipologiperumahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh sebagaiarnana
dirnaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan kondisi spesifik di
dalam wilayahdaerah.

(4) Tipologi perurnahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh sebagairnana
dirnaksud pada ayat (2) harus disesuaikan dengan alokasi peruntukan
dalarn rencana tata ruang.

(5) Dalam hal rencana tata ruang tidak rnengalokasikan keberadaan
tipologi perurnahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh sebagairnana
dirnaksud pada ayat (2) maka keberadaannya harus dipindahkan pada
lokasiyang sesuai.

(1) Tipologi perurnahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh rnerupakan
pengelornpokan perurnahan kurnuh dan permukiman kumuh
berdasarkan atas letak lokasi secara geografis.

(2) Tipologi perurnahan kurnuh dan permukiman kurnuh sebagairnana
dirnaksud pada ayat (1), terdiri atas perurnahan kurnuh dan
permukiman kurnuh.

a. di atas air;

BAgianKedua

TipologiPerurnahan Kurnuhdan Permukirnan Kurnuh

Pasal 14

b. jalan lingkungan yang rnernudahkan rnasuk keluarnya kendaraan
pernadam kebakaran;

c. sarana kornunikasi untuk pernberitahuan teIjadinya kebakaran
kepada Instansi pernadamkebakaran; dan

d. data tentang sistern proteksi kebakaran lingkungan.

(3) Ketidaktersediaan sarana proteksi kebakaran sebagaimana dirnaksud
pada ayat (1) huruf b rnerupakan kondisi dirnana tidak tersedianya
prasarana proteksi kebakaran yang rneliputi:

a. alat pernadarn api ringan (APAR);

b. mobilpompa;

c. mobil tangga sesuai kebutuhan; dan

d. peralatan pendukung lainnya.
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(2)Pengawasan....

.. ..a. IZmpnnsip;

b. Izin lokasi;

c. lzin penggunaan pemanfaatan tanah;

d. Izin mendirikan bangunan; dan

e. Izin lain berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Paragraf2

Bentuk Pengawasan dan Pengendalian

Pasal 17

(1) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap penzman
sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1)huruf a, melihat dari:

a. tahap perencanaan;

b. tahap pembangunan; dan

c. tahap pemanfaatan.

Bagian Kedua

Pengawasan dan Pengendalian

Paragraf 1

Umum

Pasal 16

(1) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15
huruf a dilakukan atas kesesuaian terhadap:

a. perizinan;

b. standar teknis; dan

c. kelaikan fungsi.

(2) Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat
(l)dilaksanakan pada:

Pencegahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kurnuh baru dilaksanakan melalui:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pemberdayaan masyarakat.

Pasal 15

Bagian Kesatu

Umum

BABIV

PENCEGAHANTERHADAPTUMBUHDANBERKEMBANGNYAPERUMAHAN
KUMUHDANPERKEMUKIMANKUMUHBARU

14



(4)Pengawasan....

(1) Pengawasan dan pengendaJian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap:

a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan
dengan rencana tata ruang; dan

b. Keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan
utilitas umum sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang
berlaku.

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud dalam pasal 16 ayat (1) huruf b dilakukan
terhadap;

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaan air minum;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaan air limbah; dan

f. pengelolaan persampahan.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap standar teknis
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menjamin:

a. terpenuhinya sistem pelayanan yang dibangun sesuai ketentuan
standar teknis yang berlaku;

b. terpenuhinya kuantitas kapasitas dan dimensi yang dibangun
sesuai ketentuan standar teknis yang berlaku; dan

c. terpenuhinya kualitas bahan atau material yang digunakan serta
kualitas pelayanan yang diberikan sesuai ketentuan standar teknis
yang berlaku.

Pasal18

(2) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap perizinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada tahap
perencanaan perumahan dan permukiman.

(3) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap penzinan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menjamin:

a. kesesuaian lokasi perumahan dan permukiman yang direncanakan
dengan rencana tata ruang;

b. keterpaduan rencana pengembangan prasarana, sarana, dan
utilitas Umurn sesuai dengan ketentuan dan standar teknis yang
berlaku.
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Pasal....

a. pemantauan;

b. evaluasi; dan

c. pelaporan.

Paragraf3

Tata Cara Pengawasandan Pengendalian

Pasal20

Pengawasan dan pengendalian terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 16, dilakukan dengan cara:

Pengawasan dan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17
sarnpai dengan Pasal 19 dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan
perundang-undangan.

Pasal 19

(6) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelaikan fungsi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan untuk menjamin:

a. kondisi sistern pelayanan, kuantitas kapasitas dan dimensi serta
kualitas bahan atau material yang digunakan masih sesuai dengan
kebutuhan fungsionalnyamasing-masing.

b. Kondisikeberfungsian bangunan gedung beserta prasarana, sarana
dan Utilitasumum dalam perumahan dan permukiman; dan

c. Kondisi kerusakan bangunan gedung beserta prasarana, sarana
dan utilitas umum tidak mengurangi keberfungsiannya masing­
masing.

fungsi
tahap

(4) Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan fungsi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) huruf c dilakukan
terhadap;

a. bangunan gedung;

b. jalan lingkungan;

c. penyediaanair minurn;

d. drainase lingkungan;

e. pengelolaanair limbah; dan

f. pengelolaanpersamahan.

Pengawasan dan pengendalian kesesuaian terhadap kelayakan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pada
pemanfaatan perumahan dan permukiman.

(5)
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Pasal....

Pasal22

(1) Evaluasi dalam rangka pencegahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh baru sebagimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf b merupakan kegiatan penilaian secara
terukur dan objektifterhadap hasil pemantauan.

(2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memiliki pengalaman
dan pengetahuan memadai dalam hal pencengahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan
menilai kesesuaian perumahan dan permukiman terhadap:

a. perizinan pada tahap perencanaan;

b. Standar teknis pada tahap pembangunan: danjatau

c. kelayakan fungsi pada tahap pemanfaatan.

(5) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan
rekomendasi pencengahan tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kurnuh baru.

Pasal21

(1) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnyaperumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21
huruf a merupakan kegiatan pengamatan yang dilakukan secara:

a. langsung; danj atau

b. tidak langsung.

(2) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.

(3) Pemantauan secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a dilakukan melalui pengamatan lapangan pada lokasi yang
diindikasi berpotensi kumuh.

(4) Pemantauan secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat
(1)huruf b dilakukan berdasarkan atas:

a. data dan informasimengenai lokasi kumuh yang ditangani; dan

b. Pengaduan masyarakat maupun media massa.

(5) Pemantauan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukiman kumuh baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan secara berkala maupun sesuai kebutuhan atau insidental.

;
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Pasal....

Paragraf 2

Pendampingan

Pasa125

(1) Pendampingan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 huruf a
dimaksudkan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat melalui
fasiltasi pembentukan dan fasilitasi peningkatan kapasitas kelompok
swadayamasyarakat.

(2) Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan
kegiatan pelayanan kepada masyarakat dalam bentuk:

a. penyuluhan;

b. pembimbingan;dan

c. bantuan teknis.

Pasa124

Pemberdayaan masyarakat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b
dilakukan terhadap pemangku kepentingan bidang perumahan dan kawasan
permukiman melalui:

a. pendampingan; dan

b. pelayanan informasi.

Umum

Pasal23

(1) Pelaporan dalam rangka pencengahan tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kurnuh baru sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 21 huruf c merupakan kegiatan penyampaian
hasil pemanatauan dan evaluasi.

(2) Pelaporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh
pemerintah daerah dengan melibatkan peran serta masyarakat.

(3) Pemerintah daerah dapat dibantu oleh ahli yang memilikipengalaman
dan pengetahuan memadai dalam hal pencegahan dan peningkatan
kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(4) Pelaporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) dijadikan dasar bagi pemerintah daerah untuk melaksanakan
upaya pencengahan tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh
dan permukirnan kumuh baru sesuai kebutuhan.

(5) Laporan hasil pemantauan dan evaluasi sebagaiamana dimaksud pada
ayat (1)dapat disebarluaskan kepada masyarakat,

BagianKetiga

Pernberdayaan Masyarakat

Paragraf 1
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(3)Bantuan....

e. fasilitasi pemeliharaan, dan/atau perbaikan sarana dan prasarana
air Iimbah;dan/atau

f. fasilitasi perneliharaan, dari/atau perbaikan sarana dan prasarana
persampahan.

Pasal28

(1) Bantuan teknis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2)huruf c
merupakan kegiatan untuk memberikan bantuan yang bersifat teknis
berupa:

a. fisik;dan

b. non fisiko

(2) Bantuan teknis dalam bentuk fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a, meliputi:

a. fasilitasi perneliharaan, danj'atau perbaikan bangunan gedung;

b. fasilitasi perneliharaan, dan/ atau perbaikan jalan lingkungan;

C. fasilitasi perneliharaan, danj'atau perbaikan drainase lingkungan;

d. fasilitasi pemeliharaan, darr/atau perbaikan sarana dan prasarana
air minum;

Pasal27

(1) Pembimbing sebagaiamana dimaksud dalam Pasal 26 ayat 2 huruf b
merupakan kegiatan untuk memberikan petunjuk atau penjelasan
mengenai cara untuk mengerjakan kegiatan atau larangan aktivitas
tertentu terkait pencengahan terhadap tumbuh dan berkembangnya
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Pembimbingansebagaiamana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:

a. pembimbingan kelompokmasyarakat;

b. pembimbingankepada masyarakat perorangan; dan

c. pembimbingkepada dunia usaha.

(3) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menggunakan
alat bantu dan/atau alat peraga.

Pasal26

(1) Penyuluhan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (2) huruf a
merupakan kegiatan untuk memberikan informasi dalam
meningkatkan pengetahuan dan kesadaran masyarakat terkait
pencengahan terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan
kumuh dan permukiman kurnuh.

(2) Penyuluhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
sosialisasi dan diseminasi.
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(3)Pelayanan....

b. penataan bangunan dan lingkungan;

c. perizinan; dan

d. standar perurnahan dan perrnukiman.

a. rencana tata ruang;

Pasal29

Pendarnpingan sebagairnana dirnaksud dalarn Pasal 26 dilaksanakan dengan
ketentuan tata cara sebagai berikut:

a. pendarnpingan dilaksanakan oleh Pernerintah Kabupaten rnelalui
satuan kerja perangkat daerah rnelalui satuan perangkat daerah yang
bertanggungjawab dalarn urusan perurnahan dan permukiman;

b. pendarnpingan dilaksanakan secara berkala untuk rnencegah turnbuh
dan berkernbangnyaperurnahan kurnuh dan permukirnan kurnuh baru;

c. pendarnpingan dilaksanakan dengan rnelibatkan ahli, akademisi,
danZatau tokoh rnasyarakat yang rnerniliki pengetahuan dan
pengalarnan rnernadai dalarn hal pencengahan dan peningkatan
kualitas terhadap perurnahan kurnuh dan permukirnan kurnuh;

d. pendarnpingan dilaksanakan dengan rnenentukan lokasi perurnahan
dan perrnukirnanyang rnernbutuhkan pendarnpingan;

e. pendarnpingan dilaksanakan dengan terlebih dahulu rnernpelajari
pelaporan hasil pernantauan dan evaluasi yang telah dibuat baik
secara berkala rnaupun sesuai dengan kebutuhan atau insidental; dan

f. pendarnpingan dilaksanakan berdasarkan rencana pelaksanaan dan
alokasi anggaran yang telah ditentukan sebelurnnya.

Paragraf 3

Pelayanan Inforrnasi

Pasal30

(1) Pelayanan informasi sebagaimana dirnaksud dalarn Pasal 25 huruf b
rnerupakan kegiatan pelayanan kepada rnasyarakat dalarn bentuk
pernberian hal-hal terkait upaya pencengahan perurnahan kurnuh dan
permukirnankurnuh.

(2) Pelayanan informasi sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)rneliputi:

(3) Bantuan teknis dalarn bentuk non-fisik sebagairnana dimaksud pada
ayat (1) huruf b, rneliputi:

a. fasilitasi penyusunan perencanaan;

b. fasilitasi penyusunan norma, standar, prosedur, dan kriteria;

c. fasilitasi penguatan kapasitas kelernbagaan;

d. fasilitasi pengernbangan a1ternatif pernbiayaan; dan Iatau
e. fasiltasi persiapan pelaksanaan kerja sarna pernerintah swasta.
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(4)Penetapan....

Pasal33

(1) Penetapan lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh wajib
didahului proses pendataan yang dilakukan oleh Pemerintah
Kabupaten dengan melibatkan peran masyarakat.

(2) Proses pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)meliputi proses:

a. identifikasi lokasi; dan

b. penilaian lokasi.

(3) Penetapan lokasi dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten berdasarkan
atas hasil penilaian lokasi.

Bagian Kedua

Penetapan Lokasi

Paragraf 1

Umum

(1) Peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan permukiman
kumuh didahului dengan penetapan lokasi dan perencanaan
penanganan.

(2) Pola-pola penanganan terhadap perumahan kurnuh dan permukiman
kumuh sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditindak lanjuti dengan
pengelolaan untuk mempertahankan dan menjaga kualitas perumahan
dan permukiman secara berkelanjutan.

Bagian Kesatu

Umum

BABV

PENINGKATANKUALITASTERHADAPPERUMAHANKUMUHDAN
PERMUKIMANKUMUH

Pasal32

(1) Pemerintah Kabupaten menyampaikan informasi melalui media
elektronik dan/ atau cetak.

(2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan bahasa
yang mudah dipahami.

Pasal31

(3) Pelayanan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
Pemerintah Kabupaten untuk membuka akses informasi bagi
masyarakat.
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(4)Penentuan ....

(1) Identifikasi satuan perumahan dan/ atau permukiman sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) merupakan upaya untuk menetukan
batasan atau lingkup identitas perumahan dan permukiman formal
atau swadaya dari setiap lokasi dalam suatu wilayah daerah.

(2) Penentuan satuan perumahan dan permukiman sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) untuk perumahan dan permukiman formal
dilakukan dengan pendekatan fungsional melalui identifikasi deliniasi.

(3) Penentuan perumahan dan permukiman sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) untuk peru mahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan
pendekatan administratif.

Pasal36

Pasal 35

(1) Prosedur pendataan identifikasi lokasi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (1)
huruf a dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten yang bertanggung jawab
dalam penyelenggaraan perumahan dan kawasan permukiman.

(2) Prosedur pendataan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
dengan melibatkan peran masyarakat pada lokasi yang terindikasi
sebagai perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
menyiapkan prosedur pendataan dan format isian identifikasi lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(1) ldentifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam pada 34 ayat (2) huruf
a dilakukan sesuai dengan prosedur pendataan identifikasi lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

(2) Proses identifikasi Jokasi didahului dengan identifikasi satuan
peru mahan dan permukiman.

(3) ldentifikasi lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat (2) huruf
a, lokasi identifikasi terhadap:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas lahan; dan

c. pertimbangan lain.

Pasal34

(4) Penetapan lokasi ditindak lanjuti dengan perencanaan penanganan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten dengan melibatkan masyarakat.
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Pasal. ...

Pasal38

(1) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(3) huruf b merupakan tahap identifikasi untuk menentukan status
legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan kumuh sebagai dasar
yang menentukan status legalitas lahan pada setiap lokasi perumahan
kurnuh dan permukiman kumuh sebagai dasar yang menentukan
bentuk penanganan.

(2) Identifikasi legalitas lahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
meJiputi aspek:

a. kejelasan status penguasaan lahan; dan

b. kesesuaian dengan rencana tata ruang.

(3) Kejelasan status penguasaan lahan sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf a merupakan kejelasan terhadap status penguasaan lahan
berupa:

a. kepemilikan sendiri, dengan bukti dokumen sertifikat hak atas
tanah atau bentuk dokumen keterangan status tanah lainya yang
sah; atau

b. Kepemilikan pihak lain (termasuk milik adatjulayat, dengan bukti
izin pemanfaatan tanah dalam bentuk perjanjian tertulis an tara
pemengang hak atas tanah atau pemilik tanah dengan pengguna
tanah.

(4) Kesesuaian dengan rencana tata ruang sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) huruf b merupakan kesesuaian terhadap peruntukan lahan
dalam rencana tata ruang, dengan bukti surat keterangan rencana kata
(SKRK).

Pasa137

(1) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud dalam pasal 34
ayat (3) huruf a merupakan upaya untuk menentukan tingkat
kekumuhan pada suatu perumahan dan permukiman menemukan
permasalahan kondisi bangunan gedung serta sarana dan prasarana
pendukungnya.

(2) Identifikasi kondisi kekumuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
dilakukan berdasarkan atas kriteria perumahan kumuh dan
perrnukirnan kumuh.

(4) Penentuan satuan perumahan swadaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)untuk perumahan dan permukiman swadaya dilakukan dengan
pendekatan administratif pada tingkat rukun warga.

(5) Penentuan satuan permukiman swadaya sebagaimana dimaksud pada
ayat (3) dilakukan dengan pendekatan administratif pada tingkat
kelurahan.
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(2)Penilaian....

Pasal40

(1) Penilaian lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2)huruf b
dilakukan untuk menilai hasil identifikasi lokasi yang telah dilakukan
terhadap aspek:

a. kondisi kekumuhan;

b. legalitas lahan; dan

c. pertimbangan lain.

a. fungsi strategis daerah; atau

b. bukan fungsi strategis daerah.

(3) Kependudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b
merupakan pertimbangan kepadatan penduduk pada lokasi
perumahan atau permukiman dengan klasifikasi:

a. rendah yaitu kepadatan penduduk di bawah 150 jiwajha;

b. sedang yaitu kepadatan penduduk an tara 150-200 jiwajha;

c. tinggi yaitu kepadatan penduduk antara 201-400 jiwajha; dan

d. sangat padat yaitu kepadatan penduduk di atas 400 jiwajha.

(4) Kondisi sosial, ekonomi dan budaya sebagaimana dimaksud pada ayat
(2) huruf c merupakan pertimbangan potensi yang dimiliki lokasi
perumahan atau permukiman berupa:

a. potensi sosial yaitu tingkat partisipasi masyarakat dalam
mendukung pembangunan;

b. potensi ekonomi yaitu adanya kegiatan ekonomi tertentu yang
bersifat strategis bagi masyarakat setempat; dan

c. potensi budaya yaitu adanya kegiatan atau warisan budaya tertentu
yang dimiliki masyarakat setempat.

Pasal39

(1) Identifikasi pertimbangan lain sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 34
ayat (3)huruf c merupakan tahap identifikasi terhadap beberapa hal
lain yang bersifat non fisik untuk menentukan skala prioritas
penanganan perumahan kumuh dan perrnukiman kumuh identifikasi
pertimbangan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), me1iputi aspek:

a. nilai strategis lokasi;

b. kependudukan;dan

c. kondisi sosial, ekonomi dan budaya.

(2) Nilai strategis lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
merupakan pertirobangan letak lokasi perumahan atau permukiman
pada:
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(2)Tabel....

b. Peta sebaran perumahan kumuh dan permukiman kumuh.

Pasal42

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (3)
dilengkapidengan:

a. table daftar lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh;
dan

Paragraf2

Ketentuan Penetapan Lokasi

Pasal41

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ditetapkan
dengan Keputusan Bupati berdasarkan atas hasil penilaian lokasi.

(2) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
atas kondisi kekumuhan, aspek legalitas lahan dan tipologidigunakan
sebagai pertimbangan dalam menentukan pola penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan
atas aspek pertimbangan lain digunakan sebagai dasar penentuan
prioritas penanganan.

(2) Penilaian Lokasi berdasarkan atas aspek kondisi kekumuhan
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, mengklasifikasikondisi
kekumuhan sebagai berikut:

a. ringan;

b. sedang;dan

c. berat.

(3) Penilaian lokasi berdasarkan atas aspek legalitas lahan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf b, terdiri atas klaaifikasi:

a. status lahan legal;dan

b. status lahan tidak legal.

(4) Penilaian berdasarkan atas aspek pertimbangan lain sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf c, terdiri atas:

a. pertimbangan lain kategori rendah;

b. pertimbangan lain kategorisedang; dan

c. pertimbangan lain kategori tinggi.
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Bagian ....

c. penyusunan data dan fakta;

d. analisis;

e. penyusunan konsep penanganan; dan

f. penyusunan rencana penanganan.

(2) Penyusunan rencana penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf f berupa rencana penanganan jangka pendek, jangka menengah,
dan/ atau jangka panjang beserta pembiayaannya.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana penanganan perumahan
kurnuh dan permukiman kumuh diatur dengan Peraturan Bupati.

a. persiapan;

b. surver;

(1) Perencanaan penanganan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34 ayat
(4)dilakukan melalui tahap:

Pasal 44

(1) Penetapan lokasi sebagaimana dimaksud Pasal 33 ayat (1) dilakukan
peninjauan ulang paling sedikit 1 (satu) kali dalam 5 (lima)tahun.

(2) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dilakukan oleh
Pemerintah Kabupaten untuk mengetahui pengurangan jumlah lokasi
darr/atau luasan perumahan kumuh dan permukiman kumuh sebagai
hasil dari penanganan yang telah dilakukan.

(3) Peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui proses pendataan.

(4) Hasil peninjauan ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal43

(2) Tabel daftar lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, berisi
data terkait nama lokasi, luas, lingkup administratif, titik koordinat,
kondisi kekumuhan, status lahan dan prioritas penanganan untuk
setiap lokasi perumahan kumuh dan permukiman kumuh yang
ditetapakan.

(3) Prioritas penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
berdasarkan atas hasil penilaian aspek pertimbangan lain, peta sebaran
lokasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b, dibuat dalam
suatu wilayah Daerah berdasarkan atas tabel daftar lokasi.
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F.Dalarn ....

Pasal46

Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud dalarn Pasal 45 ayat (1) diatur
dengan ketentuan:

a. dalarn hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremajaan;

b. Dalarn hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan berat dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman
kembali;

c. Dalarn hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah peremanjaan;

d. Dalarn hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan sedang dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
dan

e. Dalarn hal lokasi memiliki klasifikasi kekumuhan ringan dengan status
lahan legal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemugaran;
dan

Pasal45

(1) Pola-pola penanganan didasarkan atas hasil penilaian aspek kondisi
kekumuhan dan aspek legalitas lahan.

(2) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
direncanakan dengan mempertimbangkan tipologi perumahan kumuh
dan permukirnan kumuh dan permukiman kumuh.

(3) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi :

a. pemugaran;

b. peremajaan; dan

c. pemukiman kembali.

(4) Pelaksana pemugaraan, peremajaan, dan/atau pemukiman kembali
dilakukan dengan memperhatikan antara lain:

a. hak keperdataan masyarakat terdarnpak;

b. kondisi ekologis lokasi; dan

c. kondisi sosial, ekonomi, dan budaya masyarakat terdarnpak.

(5) Pola-pola penanganan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan
oleh Pemerintah dan Pemerintah Kabupaten sesuai dengan
kewenangannya dengan melibatkan peran masyarakat.

Bagian Ketiga

Pola-Pola Penanganan

Paragraf 1

Umum
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(3)Pemugaran....

Paragraf 2

Pemugaran

Pasal48

(1) Pemugaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf a
dilakukan untuk perbaikan dan/ atau pembangunan kembali
perumahan dan permukiman menjadi perumahan dan permukiman
yang layak huni.

(2) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1)merupakan kegiatan
perbaikan rurnah, prasarana, sarana darr/atau utilitas umum untuk
mengembalikanfungsi sebagaimana semula.

Pola-polapenanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh dengan
mempertimbangkan tipologisebagaimana dimaksud Pasai 46 ayat (2)diatur
dengan ketentuan:

a. dalam hal lokasi masuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh diatas air, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karateristik daya guna, daya dukung, daya rusak air
serta kelestarian air;

b. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh ditepi air, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karateristik daya dukung tanah tepi air, pasang surut air
serta kelestarian air dan tanah;

c. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di dataran, maka penanganan yang dilakukan harus
memperhatikan karakteristik kelerengan,daya dukung tanah, jenis tanah
serta kelestarian tanah;

d. dalam hal lokasi termasuk dalam tipologi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh di perbukitan, maka penanganan yang dilakukan
harus memperhatikan karakteristik kelerengan, daya dukung tanah,
jenis tanah serta kelestarian tanah; dan

e. dalam hal lokasi termasuk dalam tipo logi perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dikawasan rawan bencana, maka penanganan yang
dilakukan harus memperhatikan karakteristik kebencanaan, daya
dukung tanah, jenis tanah, serta kelestarian tanah.

Pasal47

f. Dalam hal lokasi memiliki kiasifikasi kekumuhan ringan dengan status
lahan ilegal, maka pola penanganan yang dilakukan adalah pemukiman
kembali.
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(3)Peremajaan....

(1) Peremajaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) huruf b
dilakukan untuk mewujudkan kondisi rurnah, perumahan, dan
permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan
keamanan penghuni dan masyarakat sekitar.

(2) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
pembongkaran dan penataan secara menyeluruh terhadap rumah,
prasarana, sarana, danZatauutilitas umum.

Paragraf3

Peremajaan

Pasal50

a. proses pelaksanaan konstruksi; dan

b. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi.

(3) Pemugaran pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (3)huruf c, meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

(1) Pemugaran pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud dalam
Pasal 48 ayat (3)huruf a, meliputi:

a. identifikasipermasalahan dan kajian kebutuhan pernugaran;

b. sosialisasi dan rembuk wargapada masyarakat terdampak;

c. pendataan masyarakat terdampak;

d. penyusunan rencana pemugaran; dan

e. musyawarah untuk penyepakatan.

(2) Pemugaran pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal
48 ayat (3)huruf b, meliputi:

Pasal49

(3) Pemugaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui
tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.
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(2) Pemukiman....

Paragraf4

PemukimanKembali

Pasal52

(1) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud daiam Pasai 45 ayat (3)
huruf c dilakukan untuk mewujudkan kondisi rumah, perumahan, dan
permukiman yang lebih baik guna melindungi keselamatan dan
keamanan penghuni dan masyarakat.

(1) Peremajaan pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud daiam
Pasai 50 ayat (4)huruf a, meliputi:

a. identifikasipermasaiahan dan kajian kebutuhan peremajaan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat terdampak;

c. sosiaiisasi dan rembuk wargapada masyarakat terdampak;

d. pendataan masyarakat terdampak;

e. penyusunan rencana peremajaan; dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Peremajaanpada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud daiam Pasai
50 ayat (4)huruf b, meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan hasil
kesepakatan:

b. penghunian sementara masyarakat terdampak pada lokasi lain;

c. proses pelakasanaan konstruksi peremajaan pada lokasi
permukiman eksisting;

d. pemantauan dan evaiuasi pelaksanaan konstruksi peremajaan; dan

e. proses penghunian kembaiimasyarakat terdampak.

(3) Peremajaan pada tahap pasca konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 50 ayat (4)huruf c meliputi:

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal51

(3) Peremajaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melaiui
tahap:

a. pra konstruksi;

b. konstruksi; dan

c. pasca konstruksi.
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Bagian....

(1) Pemukiman kembali pada tahap pra konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2)huruf a, meliputi:

a. kajian pemanfaatan ruang danj atau kajian legalitas lahan;

b. penghunian sementara untuk masyarakat di perumahan dan
permukiman kumuh pada lokasi rawan bencana;

c. sosialisasi dan rembuk warga pada rawan bencana;

d. pendataan masyarakat terdampak;

e. penyusunan rencana pemukiman baru, rencana pembongkaran
pemukiman eksisting dan rencana pelaksanaan pemukiman
kembali;dan

f. musyawarah dan diskusi penyepakatan.

(2) Pemukiman kernbali pada tahap konstruksi sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 52 ayat (2)huruf b, meliputi:

a. proses ganti rugi bagi masyarakat terdampak berdasarkan atas
hasil kesepakatan;

b. proses legalisasi lahan pada lokasi pemukiman baru;

c. proses pelaksanaan konstruksi pembangunan perumahan dan
permukiman baru;

d. pemantauan dan evaluasi pelaksanaan konstruksi pemukiman
kembali;

e. proses penghunian kembalimasyarakat terdampak; dan

f. proses pembongkaran pada lokasi pemukiman eksisting.

(3) Pemukiman kembali pada tahap pasca konstruksi dimaksud dalam
Pasal 52 ayat (2)huruf c, meliputi :

a. pemanfaatan; dan

b. pemeliharaan dan perbaikan.

Pasal53

(2) Pemukiman kembali sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan
melalui tahap:

a. pra konstruksi ;

b. konstruksi;dan

c. pasca konstruksi.
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(3)Pemeliharaan....

(1) Pemeliharaan rumah dan prasarana, sarana dan utilitas umum
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (3) huruf b dilakukan
melalui perawatan dan pemeriksaan secara berkala ..

(2) Pemeliharaan rumah sebagaiamana dimaksud pada ayat (1) wajib
dilakukan oleh setiap orang.

Pasal55

Paragraf2

Pemeliharaan

Pasal54

(1) Pasca peningkatan kualitas terharap perumahan kumuh dan
permukiman kumuh dilakukan pengelolaan untuk mempertahankan
dan menjaga kualitas perumahan dan permukiman secara
berkelanjutan.

(2) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh
masyarakat secara swadaya.

(3) Pengelolaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri atas:

a. pembentukan kelompok swadaya masyarakat; dan

b. Pemeliharaan dan perbaikan.

(4) Pengelolaan dapat difasilitasi oleh pemerintah daerah untuk
meningkatan keswadayaan masyarakat dalam pengelolaan perumahan
dan perrnukirnan layak huni.

(5) Fasilitasi sebagaimana dimaksud pada ayat (5)dilakukan dalam bentuk;

a. penyediaan dan sosialisasi norma, standar, pedoman dan kriteria;

b. pemberian bimbingan, pelatihanj penyuluhan, supervisi dan
konsultasi;

c. pemberian kemudahan dan ratau bantuan;

d. Koordinasi antar pemangku kepentingan secara periodik atau
sesuai kebutuhan;

e. Pelaksanaan kajian perumahan dan permukiman; dan /atau

f. Pengembangan sistern informasi dan komunikasi.

Bagian Keempat

Pengelolaan

Paragraf 1

Umum

,
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Pasal. ...

(1) Pemerintah Daerah sesuai dengan kewenangannya bertanggung jawab
atas penyediaan tanah dalam rangka peningkatan kualitas perumahan
kumuh dan kawasan permukiman kumuh.

(2) Ketersediaan tanah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk
penetapannya di dalam rencana tata ruang wilayahmerupakan tanggung
jawab pemerintahan daerah.

BAB VII

PENYEDlAAN TANAH

Pasal57

(3) Perbaikan prasarana, sarana, dan utilitas umum untuk perumahan
dan permukiman wajib dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten
dan/ atau setiap orang.

(4) Perbaikan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian wajib
dilakukan oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dari/atau setiap
orang.

(5) Perbaikan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan oleh
Pernerintah, Pemerintah Kabupaten dan/atau badan hukum.

sarana dan utilitas umum
54 ayat (3) huruf b dilakukan

Perbaikan rumah dan prasarana,
sebagaimana dimaksud dalam Pasal
melalui rehabilitasi atau pemugaran.

(2) Perbaikan rumah wajib dilakukan oleh setiap orang.

(1)

Paragraf 3

Perbaikan

Pasal56

(3) Pemeliharaan prasarana, saran a dan utilitas umum untuk perumahan
dan permukiman wajib dilakukan oleh pemerintah daerah darr/atau
setiap orang.

(4) Pemeliharaan sarana dan utilitas umum untuk lingkungan hunian
wajib dilakukan oleh Pernerintah, Pemerintah Kabupaten, danj'atau
badan hukum.

(5) Pemeliharaan prasarana untuk kawasan permukiman wajib dilakukan
oleh Pemerintah, Pemerintah Kabupaten dan Zatau badan hukum.
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(5)Sistern....

(1) Pendanaan dirnaksudkan untuk rnenjamin kernudahan pernbiayaan
pencegahan dan peningkatan kualitas perurnahan kurnuh dan
perrnukiman kurnuh.

(2) Pendanaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) rnerupakan tanggung
jawab Pernerintah Kabupaten.

(3) Pendanaan sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)dapat difasilitasi oleh
pemerintah danfatau pernerintah provinsi.

(4) Surnber dana sebagairnana dirnaksud pada ayat (1)berasal dari:

a. APBN;

b. APBDProvinsi;

c. APBDKabupaten Ogan KorneringI1ir;

d. Surnber dana lain yang sesuai dengan ketentuan Peraturan
Perundang-undangan.

BABVII

PENDANAANDANSISTEMPEMBIAYAAN

Pasa159

b. kansalidasi tanah oleh pernilik tanah;

c. peralihan atau pelepasan hak atas tanah oleh pernilik tanah; dan

d. pernanfaatan dan pernindahtanganan tanah barang rnilik Negara
atau rnilik daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.

(3) Penyediaan tanah sebagairnana dirnaksud pada ayat (2) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

(1) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perurnahan kurnuh dan
perrnukirnan kurnuh rnerupakan salah satu pengadaan tanah untuk
pernbangunan bagi kepentingan urnurn.

(2) Penyediaan tanah untuk peningkatan kualitas perurnahan kurnuh dan
perrnukirnan kurnuh sebagairnana dirnaksud pada ayat (1) dapat
dilakukan rnelalui :

a. pernberian hak atas tanah terhadap tanah yang langsung dikuasai
negara;

Pasal58
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c. melakukan pemberdayaan kepada masyarakat;

d. melakukan pembangunan kawasan permukiman serta sarana dan
prasarana dalam upaya pcncegahan dan peningkatan kualitas
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

e. melakukan pembangunan rumah dan perumahan yang layak huni
bagi masyarakat, khususnya masyarakat miskin dan masyarakat
berpenghasilan rendah;

f. memberikan bantuan sosial dan pemberdayaan terhadap
masyarakat miskin dan masyarakat dan kearifan lokal di bidang
perumahan dan permukiman;

g. melakukan penyediaan pertanahan dalam upaya pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

h.pelaksanaan ....

rencana
kualitas

a. merumuskan kebijakan dan strategi kota serta
pembangunan kota terkait pencegahan dan peningkatan
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

b. melakukan survei dan pendataan skala kota mengenai lokasi
perumahan kumuh dan permukiman kumuh;

BagianKedua

Tugas Pemerintah Kabupaten

Pasal61

(1) Dalam melaksanakan pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap
perumahan kumuh dan permukiman kumuh, Pemerintah Kabupaten
memilikitugas:

Pasal60

(1) Pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh wajibdilakukan oleh Pemerintah Kabupaten.

(2) Dalam melaksanakan kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan
Pemerintah Provinsi.

BagianKesatu

Umum

BAB VIII

TUGAS DAN KEWAJIBAN PEMERINTAH DAERAH

(5) Sistem pembiayaan yang dibutuhkan dalam rangka pencegahan dan
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dirumuskan dalam rencana penanganan diatur dengan ketentuan
Peraturan Perundang-undangan.
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Pasal. ...

(1) KewajibanPemerintah Kabupaten dalam pencegahan terhadap tumbuh
dan berkembangannya perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dilakukan pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian;dan

b. pemberdayaan masyarakat.

(2) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pengawasan dan
pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf a, meliputi;

a. melakukan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
perizinan pada tahap perencanaan perumahan dan permukiman;

b. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap kesesuaian
standar teknis pada tahap pembangunan perumahan dan
permukiman; dan

c. melaksanakan pengawasan dan pengendalian terhadap .kesesuaian
kelaikan fungsi pada tahap pemanfaatan perumahan dan
permukiman.

(3) Kewajiban Pemerintah Kabupaten pada tahap pemberdayaan
masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b meliputi:

a. memberikan pendampingan kepada masyarakat untuk
meningkatkan kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan
terhadap tumbuh dan berkembangnya perumahan kumuh dan
permukiman kumuh, melalui penyuluhan, pembimbingan dan
bantuan taknis; dan

b. pelayanan informasi kepada masyarakat mengenai rencana tata
ruang, perizinan dan standar teknis perumahan dan permukiman
serta pemberitaan hal-hal terkait upaya pencengahan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh.

Bagian Ketiga

KewajibanPemerintah Kabupaten

Pasal62

J. Pelaksanaan koodinasi dan sinkronisasi program dilakukan melalui
pembentukan TimKoordinasitingkat Kabupaten.

pada ayat (1),
daerah sesuai

h. pelaksanaan fungsi sebagaimana dimaksud
dilakukan oleh satuan kerja perangkat
kewenangannya;

1. Pemerintah Kabupaten melakukan koordinasi dan sinkronisasi
program antar satuan kerja perangkat daerah;
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Bagian....

Pasal63

(1) KewajibanPernerintah Kabupaten dalarn peningkatan kualitas terhadap
perurnahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi;

b. penanganan;dan

c. pengelolaan

(2) kewajiban pernerintah daerah pada tahap penetapan lokasi;

a. rnelakukan identifikasi lokasi perurnahan kurnuh dan permukirnan
kurnuh rnelalui survei lapangan dengan rnelibatkan peran
rnasyarakat.

b. rnelakukan penilaian lokasi perurnahan kurnuh dan perrnukirnan
kurnuh sesuai kriteria yang telah ditentukan;

c. rnelakukan penetapan perumahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh
yang ditetapkan dengan keputusan Bupati; dan

d. rnelakukan peninjauan ulang terhadap ketetapan lokasi perumahan
kurnuh dan permukiman kurnuh setiap tahun.

(3) Kewajiban Pernerintah Kabupaten pada tahap penanganan
sebagaimana dirnaksud pada ayat (1)huruf b rneliputi:

a. rnelakukan perencanaan penanganan terhadap perurnahan kurnuh
dan perrnukiman kumuh;

b. melakukan sosialiasi dan konsultasi publik hasil perencanaan
penanganan terhadap perurnahan kurnuh dan perrnukiman kurnuh;
dan

c. rnelaksanakan penanganan terhadap perurnahan kurnuh dan
perrnukirnan kumuh rnelalui pola-pola pernugaran, peremajaan,
danj atau pernukirnan kernbali.

(4) Kewajiban pernerintah daerah pada tahap pengelolaan sebagaimana
dimaksud pada ayat (1)huruf c, rneliputi:

a. rnelakukan pernberdayaan kepada rnasyarakat untuk membangun
partisipasi dalam pengelolaan;

b. rnernberikan fasilitasi dalam upaya pernbentukan kelornpok
swadaya rnasyarakat; dan

c. rnernberikan fasilitasi dan bantuan kepada rnasyarakat dalam
upaya perneliharaan dan perbaikan.
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Bagian....

Pasal65

Pola kemitraan antar pemangku kepentingan yang dapat dikembangkan
dalam upaya peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh dan
permukiman yaitu :

a. kemitraan antara Pemerintah darr/atau Pemerintah Kabupaten dengan
badan usaha miliknegara, badan usaha milikdaerah atau swasta; dan

b. kemitraan antara Pemerintah dan/ atau Pemerintah Kabupaten dengan
masyarakat.

BABIX

POLA KEMITRAAN, PERAN MASYARAKAT DAN KEARIFAN LOKAL

BagianKesatu

PolaKemitraan

b. melakukan penyampaian hasil penetapan lokasi perumahan kumuh
dan permukiman kumuh kepada pemerintah provinsi dan
pemerintah;

c. melakukan sinkronisasi rencana penanganan terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh di daerah dengan rencana
pembangunan provinsi dan nasional; dan

d. memberikan permohonan fasilitasi dan bantuan teknis dalam
bentuk pembinaan, perencanaan dan pembangunan terkait
pencegahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan kumuh
dan permukiman kumuh.

Pasal64

(1) Pemerintah Kabupaten dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya,
melakukan koordinasi dengan Pemerintah dan Pemerintah Provinsi.

(2) Koordinasi yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) meliputi:

a. melakukan sinkronisasi kebijakan dan strategi kota dalam
pencengahan dan peningkatan kualitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh terhadap perumahan kumuh dan
perrnukirnan kumuh dengan kebijakan dan strategi provinsi dan
nasional;

Bagian Keempat

Pola Koordinasi
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PasaJ....

Peran rnasyarakat pada tahap pengawasan dan pengendalian sebagairnana
dirnaksud daJamPasaJ66 ayat (1)huruf a dilakukan daJam bentuk :

a. berpartisipasi aktif menjaga kesesuaian perizinan dari bangunan,
perurnahan dan permukirnan pada tahap perencanaan serta turut
rnernbantu Pernerintah Kabupaten daJam pengawasan dan pengendaJian
kesesuaian perizinan dari perencanaan bangunan, perumahan dan
perrnukirnan di lingkungannya;

b. berpartisipasi aktif rnenjaga kesesuaian standar teknis dari bangunan,
perurnahan dan perrnukirnan pada tahap pernbangunan serta turut
rnernbantu Pernerintah Kabupaten daJarn pengawasan dan pengendalian
kesesuaian standar teknis dari pernbangunan bangunan, perurnahan dan
perrnukirnan di lingkungannya; dan

c. berpartisipasi aktif rnenjaga kesesuaian kelaikan fungsi dari bangunan,
perurnahan dan permukirnan pada tahap pernanfaatan serta turut
rnernbantu Pernerintah Kabupaten daJarn pengawasan dan pengendaJian
kesesuaian kelaikan fungsi dari pernanfaatan bangunan, perurnahan dan
perrnukirnan di lingkungannya.

PasaJ67

Bagian Kedua

Peran Masyarakat

Paragraf 1

Peran Masyarakat DaJamPencegahan

Pasa166

(1) Peran rnasyarakat dalam pencegahan terhadap turnbuh dan
berkernbangnya perumahan kurnuh dan permukirnan kurnuh dilakukan
pada tahap:

a. pengawasan dan pengendalian; dan

b. pernberdayaan rnasyarakat.

(2) Peran rnasyarakat daJarn peningkatan kualitas terhadap perurnahan
kurnuh dan permukiman kurnuh dilakukan pada tahap:

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perurnahan kurnuh
dan perrnukirnan kurnuh;

b. peningkatan kualitas terhadap perurnahan kurnuh dan permukirnan
kurnuh; dan

c. pengelolaanperurnahan kurnuh dan permukirnan kurnuh.
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(2)Dalam....

(1) Dalam penetapan lokasi sebagaimana dirnaksud dalam Pasa! 69 huruf a,
rnasyarakat dapat :

a. berpartisipasi dalam proses pendataan lokasi perurnahan kurnuh dan
permukirnan kurnuh, dengan rnengikuti survei lapangan darr/atau
rnernberikan data dan inforrnasi yang dibutuhkan sesuai dengan
ketentuan yang berlaku; dan

b. berpartisipasi dalam rnernberikanpendapat terhadap hasil penetapan
lokasi perurnahan kumuh dan perrnukirnan kurnuh dengan dasar
pertirnbangan berupa dokurnen atau data dan inforrnasi terkait yang
telah diberikan saat proses pendataan.

Pasal70

Peran rnasyarakat dalarn peningkatan kualitas terhadap perurnahan kurnuh
dan permukirnan kumuh dilakukan pada tahap :

a. penetapan lokasi dan perencanaan penanganan perurnahan kurnuh dan
perrnukirnankurnuh;

b. peningkatan kualitas terhadap perumahan kurnuh dan permukirnan
kurnuh;

c. pengelolaanperumahan kurnuh dan perrnukirnan kurnuh.

Paragraf 2

Peran Masyarakat DalarnPeningkatan kualitas

Pasal69

Peran rnasyarakat pada tahap pernberdayaan rnasyarakat sebagairnana
dirnaksud dalarn Pasal 66 ayat (1)huruf a dilakukan dalarn bentuk :

a. berpartisipasi aktif dalarn berbagai kegiatan penyuluhan, pernbirnbingan,
darr/atau bantuan teknis yang dilakukan oleh Pernerintah, Pernerintah
Provinsi, danZatau Pernerintah Kabupaten untuk rneningkatkan
kesadaran dan partisipasi dalam rangka pencegahan terhadap turnbuh
dan berkernbangnyaperurnahan kurnuh dan perrnukirnankurnuh; dan

b. rnernanfaatkan dan turut rnernbantu pelayanan inforrnasiyang diberikan
oleh Pernerintah, Pernerintah Provinsi, dan/atau Pernerintah Kabupaten
mengenai rencana tata ruang, perizinan dan standar teknis perurnahan
dan perrnukirnan serta pernberitaan hal-hal terkait upaya pencegahan
perurnahan kurnuh dan permukirnan kurnuh.

Pasal68
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(3) DaJam....

PasaJ 71

(1) Peran masyarakat pada tahap peningkatan kuaJitas terhadap perumahan
kumuh dan permukiman kumuh sebagaimana dimaksud daJam PasaJ 69
huruf b, dapat dilakukan daJam proses:

a. pemugaran atau peremajaan; dan

b. pemukiman kembaJi.

(2) DaJam proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) huruf a, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosiaJisasi dan rembuk warga pada
masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif daJam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana pemugaran dan peremajaan;

c. berpartisipasi daJam pelaksanaan pemugaran dan peremajaan baik
berupa dana, tenaga maupun material;

d. membantu Pemerintah Kabupaten daJam upaya penyediaan lahan
yang berkaitan dengan proses pemugaran dan peremajaan terhadap
rumah, sarana, prasarana, danjatau utilitas umum;

e. membantu menjaga ketertiban daJam pelaksanaan pemugaran dan
peremajaan;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghaJangi
proses pelaksanaan pemugaran dan peremajaan; danjatau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud pada huruf f, kepada
instansi berwenang agar proses pemugaran dan peremajaan dapat
berjaJan lancar.

(2) DaJam perencanaan sebagaimana dimaksud daJam Pasal 69 huruf a,
masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif daJam pembahasan yang dilaksanakan ada
tahapan perencanaan penanganan perumahan kumuh dan
permukiman kumuh yang dilakukan oleh Pemerintah Kabupaten;

b. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada instansi yang
berwenang daJam penyusunan rencana penanganan perumahan
kumuh dan permukiman kumuh;

c. memberikan komitmen daJam mendukung pelaksanaan rencana
penanganan perumahan kumuh dan permukiman kumuh pada lokasi
terkait sesuai dengan kewenangannya; danjatau

d. menyampaikan pendapat dan pertimbangan terhadap hasil
penetapan rencana penanganan perumahan kurnuh dan permukiman
kumuh dengan dasar pertimbangan yang kuat berupa dokumen atau
data dan informasi terkait yang telah diajukan daJam proses
penyusunan rencana.
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Paragraf....

Oalam tahap pengelolaan perumahan kumuh dan permukiman kumuh
dimaksud dalam Pasal 69 huruf c, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif pada berbagai program Pemerintah Kabupaten
dalam pemeliharaan dan perbaikan di setiap lokasi perumahan kumuh
dan permukiman kumuh yang telah tertangani;

b. berpartisipasi aktif secara swadaya danj'atau dalam kelompokswadaya
masyarakat pada upaya pemeliharaan dan perbaikan baik berupa dana,
tenaga maupun material;

c. menjaga ketertiban dalam pemeliharaan dan perbaikan rumah serta
prasarana, sarana, dan utilitas umum di perumahan dan permukiman;

d. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalagi proses
pelaksanaan pemelihara dan perbaikan; danj'atau

e. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d, kepada
instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan dapat
berjalan Iancar.

Pasal 72

(3) Dalarn proses pemugaran atau peremajaan sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)huruf b, masyarakat dapat:

a. berpartisipasi aktif dalam sosialisasi dan rembuk warga ada
masyarakat yang terdampak;

b. berpartisipasi aktif dalam musyawarah dan diskusi penyepakatan
rencana permukiman kembali ;

c. membantu Pemerintah Kabupaten dalam penyediaan lahan yang
dibutuhkan untuk proses pemukiman kembali ;

d. membantu menjaga ketertiban dalam pelaksanaan permukiman
kembali;

e. Berpartisipasi dalam pelaksanaan pemukiman kembali, baik berupa
dana, tenaga maupun material;

f. mencegah perbuatan yang dapat menghambat atau menghalangi
proses pelaksanaan pemukiman kembali; danZatau

g. melaporkan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam huruf d,
kepada instansi berwenang agar proses pemeliharaan dan perbaikan
dapat berjalan Iancar.

42



(3)Perencanaan....

(1) Perencanaan dan perancangan rumah, perumahan dan permukiman
harus memenuhi persyaratan teknis, administratif, tata ruang, dan
ekologis.

(2) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum harus mernenuhi
persyaratan administratif, teknis, dan ekologis.

BABX

KETENTUAN PERSYARATAN

Pasal75

(1) Kearifan lokal merupakan petuah atau ketentuan atau norma yang
mengandung kebijaksanaan dalam berbagai perikehidupan masyarakat
setempat sebagai warisan turun temurun dari leluhur.

(2) Peningkatan kualitas perumahan kurnuh dan permukiman kumuh di
Kabupaten perlu dilakukan dengan mempertimbangkan kearifan lokal
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), yang berlaku pada masyarakat
setempat dengan tidak bertentangan pada ketentuan peraturan
perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai pertimbangan kearifan lokal dalarn
peningkatan kualitas perumahan kumuh dan permukiman kurnuh di
daerah diatur dengan Peraturan Bupati.

Bagian Ketiga

Kearifan Lokal

Pasal74

Paragraf 3

Kelompok Swadaya Masyarakat

Pasal73

(1) Pelibatan kelompok swadaya masyarakat merupakan upaya untuk
mengoptimalkan peran masyarakat setempat sebagai warisan turun
temurun dari leluhur.

(2) Kelompok swadaya masyarakat dibentuk oleh masyarakat secara
swadaya atau atas prakasa pemerintah.

(3) Pembentukan sebagairnana dimaksud pada ayat (2) tidak perlu dilakukan
dalam hal sudah terdapat kelompok swadaya masyarakat.

(4) Pembentukan kelompok swadaya masyarakat sebagaimana dimaksud
ada ayat (2) disesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang­
undangan.
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(2)Sanksi....

BABXI

SANKSI ADMINISTRIF

Pasal78

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 75 ayat (1) samapai dengan ayat (3), Pasal 76 ayat (1)
sampai dengan ayat (4),Pasal 77 ayat (1),dan ayat (2),Pasal 78 ayat (1),
sampai dengan ayat (9)dikenai sanksi administratif.

b. pembangunan;

c. pemanfaatan; dan

d. pengendalian.

(2) Pembangunan kawasan permukiman harus mematuhi rencana dan izin
pembangunan lingkungan hunian dan kegiatan pendukung.

a. perencanaan;

(1) penyelenggaraankawasan permukiman dilaksanakan melalui tahapan:

Pasal 77

(4) Prasarana, sarana, dan utilitas umum yang telah selesai dibangun oleh
setiap orang harus diserahkan kepada Pemerintah Kabupaten sesuai
dengan ketentuan peraturan Perundang-Undangan,

(1) Pembangunan rumah, perumahan darr/atau permukiman harus
dilakukan sesuai dengan rencana tata ruang wilayah.

(2) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum wajib dilakukan
sesuai dengan rencana, rancangan, dan perizinan.

(3) Pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas umum perumahan
danj atau permukiman harus memenuhi persyaratan:

a. kesesuaian antara kapasitas pelayanan dan jumlah hun ian;

b. keterpaduan antara prasarana, sarana, dan utilitas umum dan
lingkungan hunian: dan

c. ketentuan teknis pembangunan prasarana, sarana, dan utilitas
umum.

Pasal 76

(3) Perencanaan prasarana, sarana, dan utilitas umum dapat dilakukan
oleh setiap orang.
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(3) Setiap....

kawasan yang khusus diperuntukan bagi perumahan dan permukiman.
di luar(2) Setiap orang dilarang membangun perumahan danjatau

(1) Setiap orang dilarang menyelenggarakan pembangunan perumahan,
yang tidak membangun perumahan sesuai dengan kriteria, spesifikasi,
persyaratan, prasarana, sarana, dan utilitas umum yang diperjanjikan.

BAB XII

LARANGAN

Pasal79

(2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1)dapat berupa:

a. peringatan tertulis;

b. pembatasan kegiatan pembangunan;

c. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pelaksanaan
pembangunan;

d. penghentian sementara atau penghentian tetap pada pengelolaan
perumahan atau permukiman;

e. penguasaan sementara oleh Pemerintah Daerah (segel);

f. kewajiban membongkar sendiri bangunan dalam jangka waktu
tertentu;

g. pembatasan kegiatan usaha;

h. pembekuan izin mendirikan bangunan;

1. pemcabutan izinmendirikan bangunan;

J. pembekuanjpencabutan surat bukti kepemilikan rumah;

k. perintah pembongkaran bangunan rumah;

1. pembekuan izinusaha;

m. pencabutan izin usaha;

n. pembatalan izin;

o. kewajibanpemulihan fungsi lahan daJamjangka waktu tertentu;

p. pencabutan insentif;

q. pengenaan denda administratif; danjatau

r. penutupan lokasi.

(3) Pengenaan sanksi adrninitratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
dilakukan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan di
bidangperumahan dan kawasan permukiman.
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c.merninta ....

(1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah
Kabupaten diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan
penyidikan tindak pidana, sebagaimana dimaksud dalam Undang­
Undang Hukum Acara Pidana,

(2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah Pejabat Pegawai
Negeri Sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang
diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan
peraturan Perundang-Undangan,

(3) Wewenangpenyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1)adalah:

a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atas
laporan berkenaan dengan tindak pidana agar keterangan atas
laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas;

b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai setiap
orang atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan
sehubungan dengan tindak pidana;

BABXIII

PENYIDIKAN

Pasal80

(3) Setiap orang dilarang membangun perumahan, dan/atau permukiman
ditempat yang berpotensi dapat menimbulkan bahaya bagi barang
ataupun orang.

(4) Setiap pejabat dilarang mengeluarkan izin pembangunan rumah,
perurnahan, DanZatau permukiman yang tidak sesuai dengan fungsi
dan pernanfaatan ruang.

(5) Setiap orang dilarang menolak atau menghalangi-halangi kegiatan
pemukiman kembali rumah, perumahan, dan /atau permukiman yang
telah ditetapkan oleh Pemerintah dan /atau Pemerintah Kabupaten
setelah terjadi kesepakatan dengan masyarakat seternpat.

(6) Badan hukum yang menyelenggarakan pembangunan perumahan dan
permukiman, dilarang mengalihfungsikan prasarana, sarana, dan
utilitas umum diluar fungsinya.

(7) Badan hukum yang belum menyelesaikan status hak atas tanah
lingkungan hunian atau lisiba, dilarang menjual satuan permukiman.

(8) Orang perseorangan dilarang membangun lisiba.

(9) Badan hukum yang membangun lisiba dilarang menjual kaveling tanah
matang tanpa rumah.
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BAB....

(1) Setiap orang yang tidak memenuhi ketentuan daJam Peraturan Daerah
ini diancam dengan pidana kurungan paling lama 6 (enam)bulan atau
pidana denda paling banyak Rp 50.000.000, - (lima puluh juta rupiah)
pelanggaran atas Peraturan Daerah ini adalah tindak pidana
pelanggaran.

(2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah merupakan
penerimaan negera.

BAB XIV

KETENTUANPIDANA

Pasal81

c. meminta keterangan dan bahan bukti dari setiap orang atau badan
sehubungan dengan tindak pidana;

d. memeriksa buku, catatan dan dokumen lain berkenaan dengan
tindak pidana;

e. melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti
pembukuan, pencatatan, dan dokumen lain serta melakukan
penyitaan terhadap bahan buksi tersebut;

f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas
penyedidikan tindak pidana;

g. menyuruh berhenti danZatau melarang seseorang meninggalkan
ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung
dan memeriksa identitas orang, benda, darr/atau dokumen yang
dibawa;

h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana;

1. memanggil orang untuk didegar keterangannya dan diperiksa
sebagai tersangka atau saksi;

J. menghentikan penyidikan: danj'atau

k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan
tindakan pidana sesuai dengan ketentuan peraturan Perundang­
Undangan.

(4) Penyidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan
dimulainya penyidikan dan menyampaikan kepada Penutut Umum
melalui Penyidik pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai
dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara
Pidana.
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LEMBARAN DAERAH KABUPATEN OGAN KOMERING ILIR TAHUN 2023
NOMOR ..3.

Diundangkan diKayuagung
pada tanggal ao jo. nu.~M 2023
SEKRETARISDAERAHKABUPATENOGANKOMERINGILIR,

d.t.o

HUSIN

ISKANDAR

d.t.o

Ditetapkan di Kayuagung
pada tanggal ').1) Jo.nuOJ'\ 2023
BUPATIOGANKOMERINGILIR,

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatanya dalam Lernbaran Daerah Kabupaten Ogan
Komering Ilir.

BABXV

KETENTUANPENUTUP

Pasal82
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